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[ Pendahuluan

Sesua dengan tujuan mata kuliah ini yaitu, untuk membahas konsep-konsep pembangunan
yang bertumpu pada masyarakat sebagal jembatan antara pembangunan mikro dan makro, maka pada
kesempatan ini bahasan pokok yang akan disampaikan addah tentang pemberdayaan masyarakat.
Konsegp pemberdayassan masyarekat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community
development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based devel opment)

Pertamatama perlu telebih dahulu dipshami ati dan mekna keberdayaan dan
pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan daam konteks masyarakat addah kemampuan individu
yang bersenyawa ddam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisk dan mental serta terdidik dan kuat serta
inovetif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Namun, sdain nila fisk di aas ada pula nila-nila intringk daam masyarakat yang juga
menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekduargaan, kegotong-royongan, kguangan, dan yang
khas pada masyarakat kita, kebinekaan. Keberdayaan masyaraka  addah unsur-unsur  yang
memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan ddam pengetian yang dinamis
mengembangkan diri dan mencapa kemguan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari gpa
yang di ddam wawasan politik pada tingkat nasiona kita sebut ketahanan nasiond.

Memberdayakan masyarakat addah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan
masyarakat kita yang ddam kondis sekarang tidek mampu untuk melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbdakangan. Dengan kata lan memberdayakan adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat.

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut
pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokras
ekonomi. Demokras ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana
kegiatan ekonomi yang berlangsung adaah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini
menyangkut masalah penguasaan  teknologi, pemilikan modd, akses ke pasar dan ke ddam
sumber-sumber informas, serta keterampilan mangiemen. Agar demokras ekonami dgpat berjdan,
maka aspiras masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan
yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai
birokras. Birokras ini harus dapat berjdan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan
rumusan-rumusan kebijaksanaan publik public policies) dengan baik, untuk mencapa tujuan dan
sasaran yang dikehendaki. Dadam paham bangsa Indonesia, masyarekat addah peaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah (birokras) berkewgjiban untuk mengarahkan, membimbing,
serta menciptakan iklim yang menunjang. Sdanjutnya berturut-turut akan dibahas tujuan pem-
bangunan, konsep pemberdaysan masyarakat dadam konteks perkembangan paradigma
pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewu
judkannya. Bahasan ini akan ditutup dengan kgjian bebergpa kasus sebagal iludtras.

Makaah ini diangkat dari bshan kuliah pada Progran Pascasajana Studi Pembangunan,  Indtitut
Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (SP 607).
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. Tujuan Pembangunan

GBHN 1993 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasiond ddam PJP |l addah
membangun bangsa yang maju, mandiri dan segjahtera. Untuk mencapainya, pertama-tama kita
harus memgukan perekonomian seiring dengan kuditas sumber daya manusia. Taraf kemgjuan
perekonomian dapat diukur dari berbegai indikator, antara lain PDB dan PDB per kapita Kesaim-
bangan komposis ddam druktur perekonomian mencerminkan pula kemguan perekonomian.
Perekonomian yang magu seringkdi diartikan dengan perekonomian yang tidak terldu bergantung
pada sektor primer, ddam hd ini pertanian dan pertambangan. Perekonomian yang mau lebih
didominas oleh peranan sektor industri manufaktur dan jasas Keseimbangan struktur ekonomi juga
harus tercermin ddam penyergpan tenaga kerja. Umumnya komposis tenaga kerja menurut sektor
mengikuti keedaan struktur ekonominya. Kemguan ekonomi juga dapat dicerminkan dari tingkat
ketergantungan sumber daya pembangunan di mana ketergantungan pada sumber daya pembangunan
dari luar negeri makin mengecil. Di samping semua ha tersebut, perekonomian yang maju juga
ditanda dengan makin membaknya distribus pendapatan. Didtrbus  pendapatan ini mencakup
digtribus pendapatan antardaerah, antargolongan dan antara kota dan desa.

Tujuan pembangunan nasiond yang kedua adadah membangun bangsa yang mandiri.
Kemandirian addah tingkat kemguan yang harus dicapa suatu bangsa sehingga bangsa itu depat
membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatannya sendiri. Ini berarti
untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. Kemandirian juga
tercermin pada kemampuan bangsa untuk memenuhi sendiri kebutuhan yang paling pokok.

Tujuan yang ketiga addah membentuk masyaraka yang sgahtera. Masyarakat yang
sgahtera pada taraf awd pembangunan addlah sustu masyarakat yang kebutuhan pokoknya
terpenuhi. Kebutuhan pokok itu mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
Namun hal itu sgja tidak cukup, karena masyarakat yang gjahtera harus pula berkeadilan. Dengan
makin mgunya taraf kehidupan masyarakat, maka masyaska yang sgahtera akan menikmati
kemguan hidup secara berkeadilan. Kesduruhan upaya itu harus membangun kemampuan dan
kesempatan masyarakat untuk berperan serta ddam pembangunan sehingga masyarakat bukan hanya
sebagal objek tetapi juga subjek pembangunan.  Upaya membangun kemaguan, kemandirian dan
kesgahteraan itu harus dicapai pula dengan peningkatan kuaditas sumber daya manusia

[11. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Perkembangan Paradigma
Pembangunan.

1. K onsep-konsep Pembangunan

Sebelum kita membahas hd-ha pokok mengenai konsep pemberdayaan, ada baiknya kita
tinjau terlebih dahulu konsep pembangunan yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
kesgahteraan manusia ddam arti yang luas.

Pembangunan menurut literatur-literatur  ekonomi  pembangunan seringkai  didefinisikan
sehaga suau proses yang berkesnambungan dari peningkatan pendgpatan riil perkapita meldui
peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya Dari pandangan itu lahir konsep-konsep
mengenal pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi.

Teori mengenai pertumbuhan ekonomi dapat ditdusuri setidek-tidaknya sgjak abad ke 18.
Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhen dimulai apabila perekonomian mampu meakukan
pembagian kerja (division of labor). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada
gilirannya akan meningkatkkan pendapatan. Adam Smith juga menggarishawahi pentingnya skda
ekonomi. Dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovas baru yang pada gilirannya akan
mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith
muncul pemikiran-pemikiran yang berussha mengkgji batas-batas pertumbuhan (limits to growth)
antaralain Mdthus (1798) dan Ricardo (1917).
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Setelah Adam Smith, Mdthus, dan Ricardo yang dissbut sebagai diran klasik, berkembang
teori pertumbuhan ekonomi modern dengan berbaga variasinya yang pada intinya dapat dibagi
menjadi dua, yaitu yang menekankan pentingnya akumulas modd (physical capital formation) dan
peningkatan kuditas sumber daya manusia (human capital).

Sdah satu pandangan yang dampaknya besar dan berlanjut hingga sekarang addah modd
pertumbuhan yang dikembangkan oleh Harrod (1948) dan Domar (1946). Pada intinya model ini
berpijak pada pemikiran Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek permintaan daam
mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ddam mode Harod-Domar, pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh dua unsur pokok,
yaitu tingkat tabungan (investas) dan produktivitas modal (capital output ratio). Agar dapat tumbuh
secara berkdanjutan, masyarakat ddam suatu perekonomian harus mempunya tabungan yang
merupakan sumber investas. Makin besar tabungan, yang berarti makin besar investas, maka akan
semekin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebdiknya, makin rendah produktivitas kapital atau semakin
tinggi capital output ratio, makin rendah pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan Harrod-Domar yang memberikan tekanan kepada pentingnya peranan
modal, Arthur Lewis (1954) dengan modd surplus of labornya memberikan tekanan kepada peranan
jumlah penduduk. Daam modd ini diasumsikan terdapat penawaran tenaga kerja yang sangat dadtis.
Ini berarti para pengussha dapat meningkatkan produksinya dengan mempekerjakan tenaga kerja
yang lebih banyak tanpa harus menaikkan tingkat upahnya. Meningkainya pendgpatan yang dapeat
diperoleh oleh kaum pemilik moda akan mendorong investasi-investas baru karena kelompok ini
mempunya hasrat menabung dan menanam moda (marginal propensity to save and invest) yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pekerja Tingket investas yang tinggi pada gilirannya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu berkembang sebuah modd pertumbuhan yang dissbut neoklasik. Teori
pertumbuhan neoklask mula memasukkan unsur teknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam
pertumbuhan ekonomi suatu negara (Solow, 1957). Ddam teori neoklasik, teknologi dianggap
sebagai faktor eksogen yang tersadia untuk dimanfastkan oleh semua negara di dunia Daam pere
konomian yang terbuka, di mana semua faktor produksi dapat berpindah secara leluasa dan teknologi
dapa dimanfaetkan oleh setigp negara, maka pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen,
yang berarti kesenjangan akan berkurang.

Teori pertumbuhan sdanjutnya mencoba menemukan faktor-faktor lain di luar modd dan
tenaga kerja, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sdah satu teori berpendapat bahwa investas
sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Menurut
Becker (1964) peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melaui pendidikan dan
pelatihan serta peningkatan dergjat kesehatan. Teori human capital ini sdanjutnya diperkuat dengan
berbaga sudi empiris, antaralain untuk Amerika Serikat oleh Kendrick (1976).

Sdanjutnya, pertumbuhan yang bervarias di antara negara-negara yang membangun
melahirkan pandangan mengena teknologi bukan sebagal faktor eksogen, tapi sebagal faktor
endogen yang dapat dipengaruhi oleh berbaga varidbel kebijaksanaan (Romer, 1990). Sumber
pertumbuhan daam teori endogen addah meningkainya stok pengetahuan dan ide baru daam
perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta dan inigatif yang diwujudkan daam kegiatan
inovatif dan produktif. Ini semua menuntut kuaitas sumber daya manusia yang meningkat. Trans-
formas pengetahuan dan ide baru tersebut dapat terjadi melalui kegiatan perdagangan internasiond,
penanaman modd, lisend, konsultas, komunikas, pendidikan, dan aktivites R & D.

Mengenai peran perdagangan dalam pertumbuhan, Nurkse (1953) menunjukkan bahwa
per dagangan merupakan mesin pertumbuhan sdama abad ke-19 bagi negara-negara yang sekarang
termasuk dalam kdompok negara mau seperti Amerika Serikat, Kanada, Audrdia, dan Sdandia
Baru. Pada abad itu kegiatan industri yang termgju terkonsentrasi di Inggris. Pesatnya perkembangan
indugri dan pertumbuhan penduduk di Inggris yang miskin sumber adam telah meningkatkan
permintaan bahan baku dan makanan dari negara-negara yang terssbut di atas. Dengan demikian,
pertumbuhan yang terjadi di Inggris menyebar ke negara lain meaui perdagangan internasiond.
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Kemudian kita liha bahwa kemguan ekonomi di negaranegara industri baru yang miskin sumber
dam di belahan kedua abad ke-20, seperti Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura, juga didorong
oleh perdagangan inter nasond.

Dadam kedompok teori pertumbuhan ini ada pandangan yang penting yang dianut oleh
banyak pemikir pembangunan, yaitu teori mengenai tahgpan pertumbuhan. Dua di antaranya yang
penting addah dari Rostow (1960) dan Chenery-Syrquin (1975). Menurut Rostow, transformas dari
negara yang terkebelakang menjadi negara mgju dapat dijelaskan medui suatu urutan tingkatan atau
tahap pembangunan yang dilaui deh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dildui
oleh suatu negara dadam proses pembangunannya; yaitu tahap Traditional Society, Preconditionsfor
Growth, The Takeoff, The Drive to Maturity, dan The Age of High Mass Consumption. Menurut
pemikiran H.B. Chenery dan M. Syrquin (1975), yang merupakan pengembangan pemikiran dari
Collin Clak dan Kuznets, perkembangan perekonomian akan mengdami suatu transformes
(konsumg, produks dan lgpangan kerja), dari perekonomian yang didominas oleh sektor pertanian
menjadi didominad oleh sektor industri dan jasa

Pandangan pandangan yang berkembang dalam teori-teori pembangunan terutama di bidang
ekonomi memang mengdir makin deras ke arah manusia (dan daam konteks plura ke arah
masyarakat aau rekyat) sebagal pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan
(subjek dan objek sekaigus).

Sdah sau hargpan atau anggapan dari pengikut diran teori pertumbuhan adalah bahwa hasl
pertumbuhan akan dapa dinkmai masyarakat sampa di lapisan yang pding bawah. Namun,
pengdaman pembangunan daam tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa yang terjadi
addah rakyat di lapisan bawah tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan seperti yang
dihargpken itu. Bahkan di banyak negara kesenjangen sosid ekonomi makin melebar. Ha ini
disshabkan oleh karena meskipun pendgpatan dan konsums makin meningkat, kelompok masyarakat
yang sudah bak keadaannya dan lebih mampu, lebih dapat memanfaatkan kesempatan, antara lain
karena posisinya yang menguntungkan (privileged), sehingga akan memperoleh semua atau sebagian
besar hasl pembangunan. Dengan demikian, yang kaya makin kayadan yangmiskin tetap miskin
bahkan dapat menjadi |ebih miskin.

Caa pandang di aas mendominas pemikiran-pemikiran pembangunan (mainstream
economics) dekade 50-an dan 60-an dengan ciri utamanya bahwa pembangunan adalah suatu upaya
terencana untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agregat. Dan, harus pula disadari bahwa pemikiran
semacam ini masih banyak pengikut dan pendukungnya sampal saat ini waaupun bukti-bukti empiris
dan uji teoritis menunjukkan bahwa trickle down process tidak pernah terwujud khususnya di
negaranegara yang sedang berkembang.

Oleh karena itu, berkembang berbaga pemikiran untuk mencari dterndif lain terhadap
paradigma yang sematamaa memberi penekanan kepada pertumbuhan. Maka berkembang
kelompok pemikiran yang disebut sebagai paradigma pembangunan sosial yang tujuannya addah
untuk menyeenggarakan pembangunan yang lebih berkeedilan.

Sdah sau metode yang umum digunakan dadam menila pengaruh dari pembangunan
terhadap kesgahteraan masyarakat addah dengan mempegari distribus  pendapatan. Pembagian
pendapatan berdasarkan kelas-kelas pendapatan (the size distribution of income) dapat diukur dengan
menggunakan kurva Lorenz atau indeks Gini. Sdain digribus pendapatan, dampak dan hasl
pembangunan juga dapat diukur dengan meihat tingkat kemiskinan (poverty) di suatu negara
Berbeda dengan digtribus  pendapatan yang menggunakan konsep rddif, andisis mengenai tingkat
kemiskinan menggunakan konsep absolut atau kemiskinan absolut.

Meskipun pembangunan harus berkeedilan, disadari bahwa pertumbuhan tetap penting.
Upaya untuk memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan merupakan tantangan yang
javabannya tidak henti-hentinya dicari ddam studi pembangunan. Sebush model, yang dinamakan
pemerataan dengan pertumbuhan aau redistribution with growth (RWMG) dikembangkan
berdasarkan suatu studi yang disponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1974 (Chenery, et.d., 1974).
Ide dasarnya addlah pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga
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produsen yang berpendapatan rendah (yang di banyak negara berlokas di perdesaan dan produsen
kecil di perkotaan) akan mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan secara smultan
menerima sumber ekonomi yang diperlukan.

Mash ddam rangka mencari jawaban terhadap tantangan paradigma keedilan dalam
pembangunan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia atau basic human needs (BHN)
(Streeten et al., 1981). Strategi BHN disusun untuk menyediskan barang dan jasa dasar bagi
masyarakat miskin, seperti makanan pokok, air dan sanitas, perawatan kesehatan, pendidikan dasar,
dan perumahan. Waaupun RWG and BHN mempunyai tujuan yang sama, keduanya berbeda ddam
ha kebijaksanaan yang diambil. RWG menekankan pada peningkatan produktivitas dan daya beli
masyarakat miskin, sedangkan BHN menekankan pada penyediaan public services disertal jaminan
kepada masyarakat miskin agar dapat memperoleh pelayanan tersebut.

Masdah pengangguran juga makin mendapat perhatian daam rangka pembangunan
ekonomi yang menghendaki adanya pemerataan. Todaro (1985) mengemukakan bahwa terdapat
kaitan yang erat antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan. Pada umumnya
mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan secara teratur addah mereka yang termasuk daam
kelompok masyarakat miskin. Mereka yang memperoleh pekerjaan secara terus-menerus addah
mereka yang berpendgpatan menengah dan tinggi. Dengan demikian, memecahkan masalah
pengangguran dapat memecahkan masdah kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Bebergpa ahli
berpendapat pula bahwa pemerataan pendgpaian akan meningkatkan penciptaan lgpangan kerja
(Seers, 1970). Menurut teori ini barang-barang yang dkonsumskan oleh masyarakat miskin
cenderung lebih bersfat padat tenaga kerja dibandingkan dengan konsums masyarakat yang
berpendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, pemerataan pendapatan akan menyebabkan
pergeseran pola permintaan yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

Dadam rangka perkembangan teori ekonomi politik dan pembangunan perlu dicatat pula
bahwa agpek ideologi dan politik turut mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berkembang. Salah
satu di antaranya adalah teori keter gantungan yang dikembangkan terutama berdasarkan  keadaan
pembangunan di AmerikaLatin padatahun 1950-an.

Ciri utama dari teori ini addah bahwa andissnya didasarkan pada adanya interaks antara
struktur interna dan eksternad ddam suatu sistem. Menurut teori ini (Baran, 1957), keterbelakangan
negaranegara Amerika Latin terjadi pada ssat masyarakat prakapitais tergabung ke ddam sistem
ekonomi dunia kapitdis. Dengan demikian, masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan
menjadi  daerah  "pinggiran” (periphery) negara metropolitan yang kapitalis. Daerah (negara)
pinggiran dijadiken "daerah-daerah jgahan” negaranegara metropolitan. Mereka hanya berfungs
sebagal produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri daerah (negara) metropolitan tersebut, dan
sebdiknya merupakan konsumen barang-barang jadi yang dihasilken industririndugtri - di
negaranegara metropolitan tersebut. Dengan demikian, timbul struktur ketergantungan yang
merupakan rintangan yang hampir tak dgpat diatas serta merintangi pua pembangunan yang
mandiri.

Patut dicatat adanya dua diran dadam teori ketergantungan, yatu diran Marxis dan
Neo-Marxis, serta diran non-Marxis. Aliran Marxis dan Neo-Marxis menggunakan kerangka andisis
dari teori Marxis tentang imperidisme. Aliran ini tidek membedakan secara tgam mana yang
termasuk struktur internal ataupun struktur eksternal, karena kedua struktur tersebut, dipandang
sebagal faktor yang berasd dari dstem kapitdis dunia itu sendiri. Sdain itu, diran ini mengambil
perspektif perjuangan kelas internasiond antara para pemilik modd (para kapitalis) di satu pihak dan
kaum buruh di lain pihak. Untuk memperbaiki nasib buruh, maka perlu mengambil prakarsa dengan
menumbangkan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, menurut diran ini, resep pembangunan untuk
daerah pinggiran addah revolus (Frank, 1967). Sedangkan diran kedua, melihat masdah
ketergantungan dari perspektif nasional atau regional. Menurut diran ini struktur dan kondisi internd
pada umumnya dilihat sebagai faktor yang berasd dari sistem itu sendiri, meskipun struktur interna
ini pada masa lampau atau sekarang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar negeri (lihat misanya Dos
Santos dan Berngtein, 1969; Tavares dan Serra, 1974; serta Cariola dan Sunkel, 1982). Oleh karena
itu, subjek yang perlu dibangun adadlah "bangsa' atau "rakyat" dalam suatu negara (nation building).
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Dadam menghadapi tantangan permbangunan maka konsep negara aau bangsa ini perlu dijadikan
landasan untuk mengadakan pembaharuanpembaharuan.

Pandangan bahwa pembangunan tidek seyogyanya hanya memperhatikan tujuan-tujuan
sosid ekonomi, berkembang luas.  Masdah-masalah demokras dan hak-hak asas manusia menjadi
pembicaraan pula ddam kgian-kgjiian pembangunan (antara lain lihat Bauzon, 1992). Goulet, (1977)
yang mengkgi fasafah dan etika pembangunan, misdnya, mengetengahkan bahwa proses pem-
bangunan harus menghasilkan (1) terciptanya "solidaritas baru" yang mendorong pembangunan yang
berakar dari bawah @rassroots oriented), (2) memedihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan
(3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia dan masyarakat.

Ddam pembahasan mengena berbagal paradigma yang mencari jaan kearah pembangunan
yang berkeedilan perlu dikdengahkan pulateori pembangunan yang ber pusat pada rakyat.

Era pascaindustri menghadapi kondis-kondis yang sangat berbeda dari kondis-kondis era
industri dan menygikan poteng-potens baru yang penting guna memantapkan pertumbuhan dan
kesgahteraan manuda, keedilan dan kedestarian pembangunan itu sendiri (Korten, 1984). Logika
yang dominan dai paradigma ini addah suaiu ekologi manusa yang seimbang, dengan
sumber-sumber daya utama berupa sumber -sumber daya informas dan prekarsa krestif yang tak
habis-habisnya, dan yang tujuan utamanya addah pertumbuhan manusia yang didefiniskan sebaga
perwujudan yang lebih tinggi dari potens-potens manusia. Paradigma ini memberi peran kepada
individu bukan sebega objek, mdainkan sebagal peaku yang menetapkan tujuan, mengendaikan
sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang
berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

Paradigma yang terakhir, yang tidak dapet dilepaskan dari paradigma pembangunan sosid
dan berbaga pandangan di ddamnya yang telah dibahas terdahulu, adadah paradigma pem-
bangunan manusia.

Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan addah menciptakan suatu
lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang krestif, sehat dan
berumur panjang. Waaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk
meningkatkan akumulas barang dan moda. Banyak pengdaman pembangunan menunjukkan bahwa
kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tideklah terjadi dengan sendirinya
Pengdaman- pengadaman terscbut mengingatken bahwa pertumbuhan produks dan pendapatan
(wealth) hanya merupakan dat sgja, sedangkan tujuan akhir pembangunan harus manusianya sendiri.

Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan addah memperluas pilihan-pilihan
manusia (Ul Hag, 1985). Pengertian ini mempunya dua sisi. Pertama, pembentukan kemampuan
manusia seperti tercermin dam kesehatan, pengetahuan dan keshlian yang meningkat. Kedua,
penggunaan kemampuan yang telah dipunya untuk bekerja, untuk menikmati kehidupan atau untuk
aktif ddam kegiatan kebudayaan, sosid, dan politik. Paradigma pembangunan manusia yang dissbut
sebaga sebuah konsep yang holigik  mempunya 4 unsur penting, yakni: (1) peningkatan
produktivitas, (2) pemerataan kesempatan; (3) kesinambungan pembangunan; serta (4)
pemberdayaan manusia

Konsep ini diprakarsai dan ditunjang oleh  UNDP, yang mengembangkan Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks ini merupakan indikator kompasit/
gabungan yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran longevity), pendidikan (sebegai
ukuran knowledge) dan tingkat pendapatan riil (sebagal ukuran living standards).

Mash ddam taaf pengembangan sekarang muncul pula gagasan pembangunan yang
berkdanjutan yang erat kaitannya dengan kesgahteraan yang semakin terus meningkat dari generas
ke generas -- jaminan pemerataan pembangunan antargeneras --.  Daam konsep ini pemakaian dan
hasl penggunaan sumber daya dam dan lingkungan yang merusak sumbernya tidak dihitung sebagai
kongtribus terhadap pertumbuhan tetapi sebagal pengurangan aseet.  Penting kita perhatikan hd ini,
karena bangsa yang kaya hari ini, bisa menjadi paling miskin di hari kemudian, seperti bangsa Mesir,
Paegting, dan India
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Demikianlah, berbaga diran pemikiran ddam dudi pembangunan, yang berkembang
sdama ini. Meskipun belum memuaskan beberapa pihak, konsep pembangunan manusa dapat
dianggap paing lengkap dan dikatakan sebaga sudah merupakan sintesa dari pendekatanpendekatan
sebelumnya.

Sebenarnya pandangan serupa ini telah kita mulai sgak awa pembangunan. Oleh karena itu,
sgak GBHN Pertama ddam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP 1), kita telah merumuskan
bahwa hakikat pembangunan nasionad adaah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat
sduruhnya. Sgak Repdita 11, kita tdah menegaskan drategi pembangunan yang bertumpu pada
Trilogi Pembangunan, yang memadukan pertumbuhan, pemerataan, dan dabilitas, sebaga
kunci-kunci keberhasilan pembangunan. Program pemerataan ddam rangka Trilogi ini dalam PJP |
kita jabarkan ddam delapan jaur pemerataan.

2. M asalah K esenjangan

Kenyataan menunjukkan bahwa meskipun telah banyak hasl dicapa ddam PJP |, masdah
kesenjangan secara mendasar belum dapat kita pecahkan. Satu dari setigp tujuh orang Indonesia
miskin sekali. Dari Sensus Penduduk tahun 1990 diketahui 3,2 persen angkatan kerja menganggur,
sekitar 36,6 persen dari jumlah penduduk yang bekerja, bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau
setengah menganggur, dan lebih dari 77 persen pekerja hanya berpendidikan sampal Sekolah Dasar.
Lebih dari 97 persen unit usaha pada tahun 1992 beromzet kurang dari Rp 50 juta per tahun. Satu
di antara dua (51,6 persen) rumah tangga petani addah petani gurem, yang menguasa lahan
pertanian kurang dari setengah hektar. Jumlah petani gurem ini bukannya berkurang, tetapi bahkan
bertambah. Rakyat di daerah perdesaan dan di kawasan-kawasan tertinggd seperti di banyak bagian
kawasan timur Indonesia dan juga di beberapa bagian kawasan barat, hidup di dunialain, yang sangat
terbelakang dan sangat jauh dari kehidupan modern.

Dari ss digtribusi pendapatan masyarakat yang diukur dengan pengeluaran konsums rumah
tangga, nampak bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi meningkat Iebih cepat
dibanding kenaikan pendapatan kedlompok penduduk berpendgpatan rendah. Daa susenas
menunjukkan bahwa ratarata lgju pertumbuhan pengeluaran konsums rumah tangga untuk 40
persen penduduk terendah pendapatannya perbulan dalam periode 1984-1993 adalah 3,8 persen per
tahun, sedangkan rata-rata pengeluaran konsums rumah tangga secara nasional sdlama kurun waktu
yang sama meningkat 4,8 persen pertahun.

Lebih lanjut data sstem neraca sosd ekonomi (SNSE) tahun 1980 dan 1990 menunjukkan
tidak terjadi pergeseran yang berarti daam persentase jumlah penduduk golongan atas dan golongan
bawah. Persentase jumlah penduduk golongan atas tetap sekitar 42 persen dan jumlah penduduk
golongan bawah sekitar 58 persen.

Apabila dibandingkan dengan pendgpatan ratarata penduduk miskin, dengan garis
kemiskinan berdasarkan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan sekitar Rp 13.300 di perdesaan
dan Rp 20.600 di perkotaan pada tahun 1990, maka terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 27,2
juta (15,1 persen). Pada tahun 1993 dengan garis kemiskinan per kapita per bulan sekitar Rp 18.250
di perdesaan dan Rp 27.900 di perkotaan, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25,9 juta jiwa
(13,7 persen). Meskipun jumlah penduduk miskin terus menurun, namun masih cukup besar, karena
satu dari setigp tujuh orang Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di samping itu, lgju
penurunanmya semakin lambet, selama tiga tahun hanya terjadi penurunan sebanyak 1,3 juta, dan dari
Segi persentase turunnya hanya 1,4 persen.

Dengan membandingkan angka-angka itu dapat ditarik kesmpulan bahwa, pertama, jumlah
penduduk miskin berkurang; kedua, persentase penduduk golongan bawah dan golongan atas tidak
banyak berubah; dan ketiga, tingkat pendgpatan golongan penduduk miskin meningkat tetapi
golongan penduduk berpendegpatan tinggi naik lebih cepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
meskipun pembangunan telah banyak menunjukkan keberhasilan, namun terdgpat kesenjangan
pendapatan antargolongan penduduk yang dirasakan makin melebar.
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Masalaht masdah kesenjangan ini harus kita hadapi ddam PJP Il. Padahad dadam PJP Il kita
sudah memasuki jaman dunia baru, yang berbeda dengan yang kita kend sdama ini. Jaman baru ini
akan ditanda dleh keterbukaan dan persaingan, yang peuangnya belum tentu dapat dimanfaatkan
dengan bak oleh golongan yang ekonominya lemah. Ddam keadaan demikian, besar sekdi
kemungkinan makin meebarnya kesenjangan. lwan Jaya Azis, misdnya, ddam pidato
pengukuhannya sebagal guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menunjukkan pula
kerisauannya bahwa perdagangan bebas tidak harus akan bermanfaat terhadap perbaikan digtribus
pendapatan (Azis, 1996). Padahd kita memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosd
bagi seluruh rakyat sebagal salah satu tujuan kita membuat negara yang merdeka.

Kdau UUD 1945 dibaca dengan bak, dipahami sgarah penyusunannya, serta dipdgari latar
belakang pemikiran para penyusunnya, jelas bahwa republik ini disusun berdasarkan semangat
kerakyatan. Dalam hidang ekonomi tegas diamanatkan Demokras Ekonomi.

Demokras Ekonomi secara harfish berarti kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi.
Dengan lebih teges lagi, demokras ekonomi addah kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rekyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Atau dengan rumusan UUD 45: "Produks dikerjakan oleh semua, untuk
semua di bawah pimpinan atau peniliken anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah
yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang’. Kemguan yang ingin diupayakan mdaui
pembangunan nasiond, khususnya pembangunan ekonomi, harudah meningkatkan kemakmuran aas
dasar keadilan sogid, atau menurut kata-kata UUD 45: "kemakmuran bagi semua orang!”

Arah perkembangan ekonomi seperti yang dikehendaki oleh kongtitus itu tidak dapet terjadi
dengan sendirinya. Artinya, kemguan yang diukur melaui membesarnya produks nasiond tidak
otomatis menjamin bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kesgjahteraan secara
merata Masdah utamanya, sepeti tdah ditunjukkan di aas, addah ketidakseimbangan ddam
kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatken peluang yang terbuka dadam proses
pembangunan. Dengan proses pembangunan yang terus berlanjut, justru ketidakseimbangan itu dapat
maekin membesar yang mengakibatkan makin meebarnya jurang kesenjangan.

Daam upaya mengatas tantangan itu diletakkan strategi pember dayaan masyar akat.

Dasar pandangannya addah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada
akar persodannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggd daam masyaraka
harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisaskan potensinya,
dengan kata lain, memberdayakannya

Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan
potens ekonomi rekyat ini akan meningkatkan produktivitas rekyat sehingga baik sumber daya
manusia maupun sumber daya dam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya
Dengan demikian, rekya dan lingkungannya mampu secara patispatif menghasilkan dan
menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rekyat miskin aau yang berada pada pods beum
termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat,
martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya Dengan demikian, depatlah diartiken bahwa
pemberdayaan tidek sga menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nila
tambah sosa dan nilai tambah budaya. Jadi, partisipas rakyat meningkatkan emansipas rekyat.

3. Pember dayaan Masyarakat: Memadukan pertum buhan dan pemerataan

Pemberdayaan masyarekat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum
nila-nila sosa. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat
"people-centered, participatory, empowering, and sustainablé' (Chambers, 1995).

Konsep ini Iebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau
menyediskan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety nef), yang
pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebaga upaya mencari dternatif terhadap
konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lau. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan
praktis untuk mencari gpa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut alternative development,

www.ginandjar.com 8



yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and
intergenerational equity” .

Konsep ini tidek mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti
dikatakan oleh Dondd Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai 'Incompatible or
antithetical". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkep 'zero-sum game' dan 'trade off".
la bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk
pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkdanjutan. Oleh karena itu, seperti
dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), 'the pattern of growth is just as important as the rate of
gromh". Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, the right kind of growth”, yakni hukan yang
vetikd menghasilkan "trickle-down’, seperti yang terbukti tidek berhasil, tetepi yang bersfat
horizontd  (horizontal flows), yakni "broadly based, employment intensve, and not
compartmentalized' (Ranis, 1995).

Hasl pengkgian berbaga proyek yang dilakukan oleh International Fund for Agriculture
Development (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produks yang dihasilkan masyarakat di
lgpisan bawah tdah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan
dengan investas yang sama pada sektor-sektor yang skdanya lebih besar. Pertumbuhan itu
dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi dengan devisa yang Iebih kecil pula (Brown,
1995). Ha terakhir ini besar artinya bagi negara-negara berkembang yang mengdami kelangkaan
devisa dan lemah pods neraca pembayarannya

Pengdaman Tawan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan dgpat berjdan
beriringan. Taiwan adalah sadah satu negara dengan tingkat kesenjangan yang paing rendah ditinjau
dengan berbagai ukuran (tahun 1987, Gini raionya 0,30, termasuk yang terendah di dunia), tetapi
dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi yang dapa dipdiharanya secara berkdanjutan (Brautigam,
1995). Konsepnya addah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasikan
oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kuditas sumber daya manusia.

Daam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapet dilihat dari tigasis.

Pertama, menciptekan suasana atau iklim yang memungkinkan potens masyarakat
berkembang (enabling). Di sni titik tolaknya addah pengendan bahwa setigp manusa, setigp
masyarakat, memiliki potens yang dapat dikembangkan. Artinya, tidek ada masyarakat yang sama
sekdi tanpa daya, karena, kaau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adaah upaya untuk
membangun daya itu, dengan mendorong memotivaskan dan membangkitkan kesadaran akan
potens yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potens aau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Daam
rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih postif, sdain dari hanya menciptakan iklim dan
suasana. Perkuatan ini mdiputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyedisan berbaga
masukan (input), serta pembukaan akses ke ddam berbagai peluang (opportunities) yang akan
membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Ddam rangka pemberdayaan ini, upaya yang ama pokok addah peningkatan taref
pendidikan, dan dergat kesehatan, serta akses ke daam sumber-sumber kemgjuan ekonomi seperti
modd, teknologi, informas, lgpangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini
menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisk, seperti irigad, jalan, listrik, maupun
sodd seperti sekolah dan fadllitas peayanan kesehatan, yang dapat dijangkaul oleh masyarakat pada
lgpisan pding bawah, sarta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, peatinan, dan pemasaran di
perdesaan, di manaterkonsentras penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena

program-program umum yang berlaku untuk semua, tidek sdau dapat menyentuh lapisan
masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetepi juga
pranata: pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan,
dan kebertanggungiawaban addah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula
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pembaharuan inditus-inditus sosid dan pengintegrasiannya ke dadam kegiatan pembangunan sarta
peranan masyarakat di daamnya

Sungguh penting di sini adalah peningkatan partispas rakyat ddam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat
amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992)
menyatekan “The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development,
places the emphasis on autonony in the decison-marking of territorially organized communities,
local sdf-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social
learning’.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan,
harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan ddam meng
hadapi yang kuat.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar Sfainya
daam konsep pemberdaysan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolas atau menutupi dari
interakg, karena hd itu judru akan mengerdilken yang kecil dan mdunglakan yang lemah.
Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang,
serta eksploitas yang kuat aas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada
berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya sdtigp gpa yang dinikmati, harus
dihaslkan atas ussha sendiri (yang hasiinya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan
demikian, tujuan akhirnya adaah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun
kemampuan untuk memagjukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara snambung.

V. Pendekatan, M etodologi dan Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan M asyar akat.

1. Pendekatan-pendekatan Dalam Pember dayaan M asyar akat

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai
suatu proses transformas ddam hubungan sosid, ekonomi, budaya dan politik masyarakat.
Perubahan strukturd yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara damiah, yaitu yang
menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebdiknya yang menikmati  harudah  yang
menghasilkan.

Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar ddam dokas
sumber daya, serta dengan praanggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan
menguntungkan semua lgpisan masyarakat, ddam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban
yang memuaskan bagi masdah kesenjangan. Kekuatan sosid yang tidak berimbang, menyebabkan
kegagdan pasar untuk mewujudkan hargpan itu (Brown, 1995). Oleh karena itu, diperlukan
intervens  yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat maekro mendukung upaya mengatas
kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersfat mikro dan langsung ditujukan pada
lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebaga jembatan bagi
konsep-konsep pembangunan makro dan mikro.

Ddam kerangka pemikiran itu berbagal input seperti dana, prasarana dan sarana yang
didokaskan kepada masyaaka mdaui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai
rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosid ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan
untuk meningkatkan kapasitas masyarekat (capacity building) medui pemupukan moda yang
bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang
dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan moda seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan
sarana harus dikelola secara tertib dan trangparan dengan berpegang pada lima pringp pokok.
Pertama, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagal pelaksana dan pengelola
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(acceptable); kedua, dapat dikdola oeh masyarakat secara  tebuka  dan  dapat
dipertanggungjawabkan (accountable); ketiga, memberikan pendapatan yang memada dan mendidik
masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable); keempat, hasinya dapat
dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modd daam wadah lembaga
sosia ekonomi setempat Gustainable); dan kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasl dapat
dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas
(replicable).

Pendekatan utama ddam konsep pemberdayaan addah bahwa masyarakat tidak dijadikan
objek dari berbagal proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya
sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan
sebagal berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. 1a
dityjukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengates
masd ahnya dan sesua kebutuhannya,

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertekan atau bahkan dilaksanakan oleh
masyarakat yang menjadi  sasaran.  Mengikutsertakan masyarekat  yang akan  dibantu
mempunya  bebergpa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesua  dengan
kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Sdain itu sekaligus meningketkan keber-
dayaan (empowering) masyarakat dengan pengdaman dadam merancang, mel aksanakan,
mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya

Ketiga, menggunakan  pendekatan  kelompok, karena secara  sendiri-sendiri
masyarakat miskin - sulit dapat memecahkan masdah-masdah yang dihadgpinya  Juga
lingkup bantuan menjadi terldu luss kdau penanganannya dilakukan secara individu. Karena
itu seperti tdah disnggung di muka, pendekatan kelompok addah yang pding efektif, dan
diliha dari penggunean sumber daya juga lebih efisen. Di samping itu kemitraan ussha
antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih mgu harus terus-menerus di bina dan
dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

Sdlanjutnya untuk kepentingan andis's, pemberdayaan masyarakat harus dapat dilihat baik
dengan pendekatan komprehensif rasiond maupun inkrementd.

Ddam pengetian pertama, ddam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta
pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potens yang ada secara nasond, yang
mencakup sduruh masyarakat. Daam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik
pemerintah maupun dunia ussha dan lembaga sosd dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan
individuindividu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. Dengan demikian, programnya
harus bersfat nasona, dengan curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasii kan dampak
yang berarti.

Dengan pendekatan yang kedua, perubahan yang diharapkan tidek sdau harus terjadi secara
cepat dan bersamaan dalam derap yang sama.  Kemgjuan dapat dicgpai secara bertahap, langkah
demi langkah, mungkin kemguan-kemajuan kecil, juga tidak sdlau merata. Pada satu sektor dengan
sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain,
atau suatu kondis dengan kondis lannya Daam pendekatan ini, maka desentrdises ddam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting.  Tingkat pengambilan keputusan harudah
didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Sdah saiu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM adalah advokas.
Pendekatan advokas pertama kai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat
(Davidoff, 1965). Modd pendekatan ini mencoba meminjam pola yang ditergokan daam sstem
hukum, di mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian,
pendekatan advokas menekankan pada pendamping dan kdlompok masyarekat dan membantu
mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pdaku pembangunan lainnya, membantu mereka
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mengorganisasikan diri, menggadang dan memobilisas sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat
meningkatkan pods tawar (bargaining position) dari kelompok masyarakat tersebt.

Pendekatan advokas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat
terdiri dari kelompok-kelompok yang masingmasing mempunya kepentingan dan sstem nila
sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersfat mgjemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribus
secara merata dan akses keberbagah sumber daya tidek sama (Catanese and Snyder, 1986).
Kemgemukan atau pluralisme inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini kegagdan pemerintah
sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah yang seragam kepada masyarakat yang
reditanya terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Ketidakpedulian terhadap heterogenitas
masyarakat, mengekibatkan individu-individu tidek memiliki kemauan politik dan hanya segelintir
dit yang terlibat dalam proses pembangunan.

Ddam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokas masyarakat mampu seara
sadar terlibat ddam setigp tahapan dari proses pembangunan, baik dadam kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, pelgporan, dan evauad. Seringkdi pendekatan advokas diartikan pula
sehagal sdah satu bentuk “penyadaran” secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan
kewgjibannya dalam proses pembangunan.

2. Metodologi Evaluatif dalam Pemberdayaan M asyar akat

Pemahaman tentang masalah pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap subyektif dalam
penditiannya.  Subyektifitas ini bertolak dari skap dasar, bahwa setigp pendlitian tentang suatu
masdah sosd sddu dilakukan untuk memperbaiki Stuas sosd yang ada, untuk meuruskan
ketimpangan yang ada. Dan, bukan hanya untuk sekedar melukiskan serta menerangkan kenyataan
yang ada (Buchori, 1993).

Tidak ada pendlitian sogd yang akan dapat mendatangkan perbaikan terhadap kondis sosid
yang ada sdama para penditi menempatkan diri mereka sebagal pakar yang berdiri di luar kenyataan
sosid yang diteliti, dan memperlakukan warga masyarakat yang sedang diteliti sebagal obyek yang
hanya menjadani kenyataan sodd yang ada secara pedf. Para penditi harus menempatkan diri
mereka sebagal bagian dari masyarakat yang sedang ditdliti dan memandang warga masyarakat yang
sedang ditditi sebagai subyek yang mempunyai hak mora untuk mengatur kehidupan mereka, serta
mempunyal keinginan dan kemampuan untuk berbuat demikian.

Ddam kerangka ini, menjadi kewgiban mord para penditi untuk memahami aspiras
masyarekat yang ditditi, dan mendampingi secara mental dan intelektua warga masyarakat yang
ditditi ddam ussha mereka untuk mendaangkan perbaikan yang mereka dambakan. Dengan
demikian, ddam penditian semacam ini masdah penditian tidek dgpa dipisshkan dari masdah
evduad. Keputusan untuk meneliti suatu masyarakat dengan tujuan untuk mendatangkan perbaikan
ke daam masyarakat itu, meldui antara lain pemberdayaan masyarakat, sudah merupakan suatu hasl
evaues.

Untuk melaksanakan evaluas gpakah proyek yang telah dilaksanakan selama jangka waktu
tertentu telah sungguh mendatangkan perbaikan yang sesuai dengan hargpan warga masyarakat, perlu
dilakukan suatu penditian. Dua metoda pendlitian evauetif yang bersfat bottomup addah rapid

rurd gppraisa (RRA), dan participatory rurd appraisa (PRA).

a. Metoda Rapid Rural Appraisal (RRA)

Metoda RRA digunakan untuk pengumpulan informas secara akurat dalam waktu yang
terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak
program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informes
di daerah sasran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gaga atau tidak dapet
diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan
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dipersgpkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan
pemecahan masalahnya

Pada dasanya, metoda RRA merupakan proses belgar yang intensf untuk memahami
kondis perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas,
seperti tim kerja kecil yang bersifaa multidisiplin, menggunakan sgumlah metode, cara, dan
pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondis
perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas loka
yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikas dan kerjasama diantara masyarakat desa dan gparat perencana dan pdaksana
pembangunan (development agent) addah sangat penting, dadam kerangka untuk memahami
masdahrmasdah di perdessan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna ddam memonitor
kecenderungan perubahan-perubahan di perdessan untuk mengurangi ketidekpastian yang terjadi di
lgpangan dan mengusulkan penyeesaian masaah yang memungkinkan.

Menurut James Beegbe (1995), metoda RRA menygikan pengamatan yang dipercepat yang
dilakukan oleh dua atau Iebih pengamat atau pendliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang
berbeda. Metoda ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kuditetif bagi keperluan pembuat
keputusan untuk menentukan perlu tideknya penditian tambahan dadam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan.

Metoda RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sstem, (b) triangulas dari
pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan andisis secara berulang-ulang (iterative).

b. Metoda Participatory Rural Appraisal (PRA)

Konseps dasar pandangan PRA addah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan
masyarakat ddam kesduruhan kegiatan. Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat
sebagal  pendliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek
pembangunan.

Kritik PRA terhadap pembangunan addah bahwa program-program pembangunan sdau
diturunken "dari atas' (top down) dan masyarekat tinggd melaksanakan. Proses perencanaan
program tidak melaui suatu ‘penjgiagan kebutuhan' (leed assesment) masyarakat, tetapi seringkali
dilaksanakan hanya berdasarkan asumd, survel, dudi atau penditian forma yang dilakukan oleh
petugas atau lembaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya program tersebut sering tidek relevan dengan
kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadgp program itu. Dengan PRA, yakni
dengan partispas masyarakat keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-keterampilan anditis dan
perencanaan dapat didihkan kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan
pada pihak luar akan berkurang dan pengambilan prakarsa dan perumusan program bisa berasd dari
aspiras masyarakat (bottomup).

Metoda PRA didasartkan pada penyempurnaan dan modifikes dai metoda AEA
(Agroecosysems Andyss) dan RRA (Rapid Rurd Appraisd) yang dilakukan oleh kalangan LSM
dan penditi yang bekerja di wilayah Ada dan Afrika Waaupun ada bebergpa kesamaan antara
metoda PRA dan RRA, tetlgpi ada pabedaan secara mendasar. Metoda RRA penekannya adalah
pada kecepatannya (rapid) dan penggdian informas oleh drang luar. Sedangkan metoda PRA
penekannya addah pada partisipas dan pemberdayaan.

Menurut Robert Chambers (1987) PRA lebih cocok discbut seébaga metoda dan
pendekatan-pendekatan jamak daripada metoda dan pendekatan tunggd, dan PRA adaah menu yang
menygjikan daftar metoda dan teknik terbuka dan beragam.

Dengan penekanannya pada patispas, meka metoda PRA mempunya pringp-pringp:
bdgar dari masyarakat, orang luar sebagal faslitator dan masyarakat sebagai pelaku, sding belgjar
dan sding berbagi pengaaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas dan informd,
menghargai perbedaan dan triangulas.
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Metoda PRA dibangun berdasarkan () kemampuart kemampuan masyarakat desa setempdt,
(b) penggunaan teknik-teknik fadlitatif dan partispatoris, dan (c) pemberdayaan masyarakat desa
setempat dalam prosesnya (Khan and Suryanata, 1994).

Metoda PRA pada umumnya digunakan untuk mengevauad 4 (empat) macam proses, yaitu:
(1) appraisd dan perencanaan secara partisipatoris,
(2) pelaksanaan, pemantauan, evaluas program secara partisipatoris,

(3) penyelidiken berbaga topik (seperti; mangemen sumber daya dam, keamanan pangan,
kesehatan, dan lain-lain),

(4) pddihan dan orientas untuk peneliti dan masyarakat desa

Ala-da yang digunakan daam metoda PRA serupa dengan yang digunakan ddam metoda
RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partispas dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak
seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan ddam PRA memainkan peran yang lebih besar
ddam pengumpulan informes, andiss data dan pengembangan intervens seperti  pada
program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program
secara kesdluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada
mereka untuk melaksanakan kegiatan ddam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih bak
dibanding dengan melaui intervens dari luar.

3. Berbagai Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan M asyar akat.

Untuk mengetahui  sebergpa jauh pemberdaysan masyarekat telah berhasil, perlu ada
pemantauan dan penetapan sasaran, sgauh mungkin yang dapat diukur untuk dapat dibandingkan.

Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran
utamanya addah memandirikan masyarakat, di mana peran ekonomi terama penting. Cara
mengukurnya telah banyak berkembang, seperti yang antara lain tdah disebut di aas indeks Gini,
jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan indudtri kecil, nilai
tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya.

Pembangunan manusia yang berkuditas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi
juga 99 lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatannya. Di bidang ini, juga tdah banyak ukuran
dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipas sekolah untuk
SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase
penduduk yang kurang gizi, dan ratarata umur hargpan hidup. Sdain itu juga sedang
dikembangkan oleh Bappenas bersama BPS semacam angka indeks kesgahteraan rakya yang
menggabungkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke ddam suatu angka indeks. Di
dunia internasond indeks kesgjahteraan semacam ini telah dikembangkan oleh UNDP yang dikend
dengan nama Human Deve opment Index (HDI) seperti telah dikemukakan di ates.

Manusia juga harus mempersigokan diri untuk kehidupan abadi meadui  pembangunan
Spiritual, sebagal bagian dari pemberdaysan masyarekat, ddam rangka membangun masyarakat
berakhlak. Terkait dengan itu addah pembangunan budaya, yakni untuk menciptakan, di aas budaya
yang menjadi jati diri bangsa Indonesa, skap budaya kerja keras, displin, krestif, ingin mgu,
menghargal prestas dan sigp bersaing.  Ukurannya tentu sangat relatif dan terutama bersifat
kuditatif.

Daam pembangunan budaya perlu dikembangkan orientas kepada ilmu pengetahuan dan
teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan
berkesinambungan ddam membangun masyarakat yang maju, mandiri dan sgahtera

Pemberdayaan masyarakat harus pula berarti membangkitkan kesadaran dan kemampuan
masyarakat untuk berpartispas aktif ddam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang secara
politik terisolas bukanlah masyarakat yang berdaya, artinya tidek sduruh aspiras dan potensinya
tersdurkan. Maka, aspek politik juga terdgpat ddam pemberdayaan masyarakat. Sdlah satu
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ukurannya, seperti indikator yang dkembangkan Dasgupta (1993), addah hak berpalitik (mengikuti
pemilu) dan hak spil.

V. M ekanisme Pember dayaan M asyar akat

Seperti dikemukakan di aas, pemberdayaan masyarekat harus melibatkan segenap potens
yang ada dalam masyarakat. Bebergpa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagal berikut:

Pertama, peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokras pemerintah harus dapat
menyesuaikan dengan mid ini. Daam rangkaini ada beberapa upaya yang harus dilakukan:

1) Birokras harus memahami aspiras rakya dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh
rekyat.

2) Birokras harus membangun patispas rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya
kepercayaan pada rakya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apara pemerintah membantu
memecahkan masalah yang tidak dapat diatas oleh masyarakat sendiri.

3) Untuk itu maka birokras harus menyigpkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya
maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan
bagian dari upaya pendidiken sosd untuk memungkinkan rakya membangun dengan
kemandirian.

4) Birokras harus membuka didlog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultas ini amat perlu

untuk meningkatkan kesadaran (@warenesy masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu
jikaadamasalah yang tidak dapat disdesaikan sendiri oleh rakyat.

5) Birokras harus membuka jaur informas dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak
dapat diperolehnya sendiri.

6) Birokras harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang
memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dgpat menjadlankan misinya, maka birokras harus (1) ditingkatkan kewenangannya

sampa  di lapisan terendah, (2) ditingkatkan kuaditasnya, agar benar-benar mampu memberikan

bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada

tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis seperti gparat desa dan
kecamatan, maupun fungsiond seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.

Kedua, organisasi-organisas kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di gni
yang mempunya potens berperan besar addah lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM), di
samping organisasi-organisas  kemasyarekatan yang bersfa nasond dan loka. LSM dapat
berfungs sebagal pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu
(konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah.

Sebdiknya LSM, sesuai dengan namanya, dagpat pula mengembangkan programnya sendiri.
Daam rangka ini, gparat setempa harus menjain kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM
dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidek terjadi kesmpangsiuran
yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rekyat. LSM harus diperlakukan
sebagal mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di
sni addah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan palitik yang hanya
menggunakan rakyat sebagal dat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di ddam masyarakat itu sendiri, atau
sering disebut sebagal local community organization. Lembaga ini dapat bersfat semi atau kuas-
formal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, dau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat
sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya

Ddam rangka IDT, kdlembagaan ddam masyarakat tersebut dikembangkan oleh masyarakat
sendiri, sebagal bagian dari mekanismenya, yaitu kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang
terdiri dari atas 10 sampa 30 kepada kduarga. Kelompok-kelompok masyarakat serupa itu adadah
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yang paing efektif untuk upaya pemberdayaan masyarakat, oleh karena tumbuh dan berakar dari
kalangan masyarkat sendiri.  Secara sendiri-sendiri penduduk miskin sulit dapat mengatas
hambatan yang menyebabkan kemiskinannya.  Secara bersama-sama, mereka dapat sding
memperkuat dan sding menutupi kelemahan. Dinamika kelompok dan sinergi dihargokan dapat
menghasilkan nila dari upaya individud ddam kelompok.

Keempat, koperas. Koperas merupakan wadah ekonomi rekyat yang secara khusus
dinyatakan ddam konditus sebaga bangun ustha yang pding sesua  untuk  demokras
ekonomi  Indonesa Koperas dgpa merupakan  wahana yang efektif  bagi  upaya
pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusa modern namun dengan dasar -dasar
kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi ciri demokras Indonesia

Koperas harus menjadi sasaran bagi pengembangan kdlompok masyarakat yang sudah
dgpa meampaui tahap awa kerjasama dan kerja bersama ddam keompok. Formadisas
kdlompok scbaga badan (entity) ekonomi harus diarahkan ke ddam bentuk koperas.
Namun, untuk itu kelompok dan anggotaanggotanya harus benar-benar dipersgpkan, agar
bentuk koperas dapat sungguh-sungguh menunjang upaya meningketken kegiatan usaha
paraanggota yang dilakukan secara bersama

Kelima pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunya keterbatasan dalam
mengembangkan dirinya  Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk
miskin ddam upaya memperbaiki kesgahteraannya.  Pendamping bertugas menyerta proses
pembentukan dan penydenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun
dinamisator.

Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meiputi upaya peningkatan kuditas
sumber daya manusia, yakni kuditas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan
kemampuan usaha anggota.  Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenad dan mengadakan
komunikas yang intensf dengan kelompok. Pendamping yang paing efektif addah dari anggota
masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sgjahtera dan telah berhasil ddam
kehidupan dan kegiatan ekonominya Sdan itu, seperti ddam program IDT dapat direkrut
sarjanasjana untuk menjadi pendamping purna waktu, antara lain dari kdangan dumni penerima
beasiswa Supersemar.

Sdain itu, pendamping dapat diambil dari petugas lgpangan pada tingkat kecamatan dan desa
dari berbaga departemen dan lembaga kemasyarakatan, antara lain dari Departemen Ddam Negeri
(Laihan Pembangunan Desa Terpadu atau LPDT), Depatemen Pertanian (Penyuluh Pertanian
Lapangan atau PPL dan Penyuluh Pertanian Spedidis atau PPS), Departemen Sosa (Petugas Sosd
Kecamatan atau PSK dan Karang Taruna), Badan Koordinas Kduarga Berencana Nasiond (Petugas
Lapangan KB aau PLKB), Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga (Pemuda Pelopor), Departemen
Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Mandiri Profesiond aau TKST), Depatemen Pendidiken dan
Kebudayaan (Sarjana Penggerak Pembangunan Perdessan atau SP3), para dokter, bidan desa, guru,
serta para petugas lainnya yang ada di desa dan hidup di tengahtengah masyarakat desa. Disamping
itu, secara swadaya dan sukarda perguruan tinggi, organisas kemasyarakatan, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya, seperti LSM, dapat pulaikut serta sebagai pendamping.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus sigp bekerja setigp
waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu
kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagal pelayanan yang dibutuhkan.

Keenam, pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan daam proses perencanaan
pembangunan nasiond, sebagal diran dari bawah ke atas. Dewasaini upaya tersebut telah dilakukan
mula dari tingkat desa dengan musyawarah pembangunan desa (LKMD), forum diskus UDKP di
tingkat kecamatan, sampal ke Rapat Koordinas Pembangunan Daerah Tingkat 11, Repat Koordinas
Pembangunan Daerah Tingkat |, Rapat Konsultas Regiond Pembangunan, dan Rapat Konsultas
Nasiond Pembangunan.

Mula dari Dati I, kdlembagaan perencanaan sudah cukup kuat, karena telah ada Bappeda
Di tingkat kecamatan telah ada pula pgjabat teknis seperti PPL, mantri statistik, juru penerang, dokter
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puskesmas, yang dapat membantu kegiatan perencanaan meskipun pada taraf yang sederhana. Yang
masih lemah dan harus diperkuat dalam proses perencanaan ini adalah kemampuan perencanaan pada
tingkat desa. Upaya itu harus meliputi penyempurnaan kelembagaan desa, penguatan sumber daya
manusia serta pengembangan budaya masyarakat desa yang tanggep pada perubahan atau dapat
disebut pula modernisas masyarakat desa

Ketujuh, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta.
Pemberdayaan masyarakat dapat Iebih optimd jika terjadi keterkaitan ddam kemitraan ussha
diantara yang tdlah mampu dengan yang mash tertingga terutama melaui penyediaan modd ussha
untuk pengembangan ussha penduduk miskin. Modd seperti ini sedang dikembangkan mdalui
garakan nasond tabungan kduarga sgahtera (Takesra) dan kredit ussha kduarga sgahtera
(Kukesra). Daam Takesra dan Kukesra, penduduk miskin yang termasuk dalam kategori keluarga
prasgahtera dan sgahtera | mendapatkan bantuan suntikan tabungan dengan maksud untuk
membiasakan menabung dan mengelola keuangan dengan baik. Bagi penduduk miskin yang telah
mampu menabung dapat menggjukan bantuan modd berupa kredit Kukesra dengan menyampaikan
rencana kegiatan produktif. Bantuan moda yang diberikan kepada penduduk miskin tersebut berasd
dari masyarakat yang telah lebih mampu.

Upaya ini yang prakarsanya diambil oleh pemerintah dgpat diperluas, ddam berbaga bentuk
pola kemitraan langsung terutama antara usaha swasta dengan usaha ekonomi rekyat. Potens dunia
usaha dan masyarakat yang mampu untuk turut memberdayakan masyarakat cukup besar, dan perlu
dikembangkan, karena sdlain penting artinya untuk memperkukuh perekonomian nasiond, juga akan
memperteba persatuan dan kesatuan bangsa, karena kuatnya solidaritas sosd.

VI. Bias-bias Pemikiran tentang K onsep Pemberdayaan M asyar akat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah sStrategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan
telah berkembang ddam berbaga literatur di dunia barat. KTT Pembangunan Sosd di Kopenhagen
tahun 1992 juga telah memuatnya daam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya
ddam praktik pembangunan tidak sddu berjdan mulus.

Banyak pemikir dan praktis yang bdum memahami dan mungkin tidek meyakini bahwa
konsep pemberdayaan merupakan dternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang
dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan modd lama juga tidak mudah untuk
menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan turtutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak
nyaman terhadap konsep partisipas dan demokras ddam pembangunan tidak akan merasa tenteram
dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbaga bias terhadep pemt
berdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.

Bias pertama addah adanya kecenderungan berpikir bahwa dimens rasond dari
pembangunan lebih penting dari dimens mordnya, dimens maerid lebih penting daripada dimens
kelembagaannya, dan dimens ekonomi lebih penting dari dimens sosdnya. Akibat dari anggapan
itu idah dokas sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.

Bias kedua addah anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasd dari atas lebih
sempurna daripada pengadaman dan aspras pembangunan di tingkat bawah @rassroot). Akibainya
kebijaksanaan-kebijeksanaan  pembangunan  menjadi kurang  efektif karena kurang  memper-
timbangkan kondis yang nyata dan hidup di masyaraket.

Bias ketiga addah bahwa pembangunan masyarakat banyak di tingket bawah Iebih
memerlukan bantuan materid daripada keterampilan teknis dan mangerid. Anggapan ini sering
mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena kurang mempersigpkan keterampilan
teknis dan mangerid daam pengembangan sumber daya manusia, dan mengakibatkan makin
tertinggalnya masyarakat di |lapisan bawah.

Bias keempat addah anggapan bahwa teknologi yang diper kendkan dari aas sddu jauh
lebih ampuh daripada teknologi yang berasd dari masyarakat itu sendiri. Anggapan demikian dapat
menyebabkan pendekatan pembangunan yang, di satu pihak, terldu memaksa dan menyamaratakan
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teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam
tahap perkembangannya ini. Di lain pihak, pendekatan pembangunan terldu mengabaikan potens
teknologi tradisona yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisen
dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias kelima addah anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang di kadangan
rekyat cenderung tidek efisen dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
Anggapan ini membuat lembagalembaga masyarakat di lapisan bawah itu kurang dimanfaatkan dan
kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayekannya Bahkan justru
terdapat kecenderungan untuk menperkendkan lembagalembaga baru yang asing dan tidek sddu
sgdan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias keenam addah bahwa masyarakat di lapisan bawah tidek tahu gpa yang diperlukannya
atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk
dan tidek perlu dilibatkan ddam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri. Ini
tercermin pada reaks pertama terhadap program Inpres Desa Tertingal (IDT) yang meragukan
gockah tepat masyarakat miskin diperslahkan memilih sendiri bagaimana memanfaatkan dana
bantuan yang diperolehnya Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang
ditujukan untuk rakyat, tetapi sdah damat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan
rakyd. Biasini melihat masyarakat sebaga objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias ketujuh berkaitan dengan di aas, addah bahwa orang miskin addah miskin karena
bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya harudah bersifat paternaistik seperti
memperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan. Dengan anggapan
demikian masdah kemiskinan dipandang lebih sebaga ussha sosd (charity) dan bukan usaha
penguatan ekonomi.

Bias kedelapan addah ukuran efisens pembangunan yang sdah diterapkan, misdnya
ICOR, diatiken bahwa invesas harus sddu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi
pertumbuhan. Padahd upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan
merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari Gustainable), tetapi umumnya dalam kerangka
waktu (time frame) yang lebih panjang. Anggapan yang demikian beranjak dari  konsep
pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidek memahami ds-siss sosid budaya dari
pembangunan dan potens yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

Bias kesembilan addah anggapan bahwa sektor pertanian dan perdesaan addah sektor
tradisond, kurang produktif, dan memiliki masa investad yang panjang, karena itu kurang menarik
untuk melakukan investas moda besar-besaran di sektor itu. Berkaitan dengan itu, bermitra dengan
petani dan usaha-usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan
memiliki risko tinggi. Anggapan ini juga Elah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya
untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.

Bias kesepuluh berkaitan dengan di atas, addah ketidakseimbangan daam akses kepada
sumber dana. Kecenderungan menabung pada rekyat, yang cukup tinggi di Indonesia seperti
tercermin pada perbandingan tabungan masyarakat dengan PDB (di atas 30%, termasuk sdah satu
tingkat tertinggi di dunia), acapkdi terasa tidek terimbangi dengan kebijeksanaan investas meaui
sektor perbankan yang lebih terpusat pada investas besar, dan sebagian cukup besar di antaranya
untuk investas di sektor properti yang bersifat sangat spekulatif. Kegiatan investas makin cenderung
terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteks, yang akibatnya
juga mendorong urbanisas. Pengdaman Taiwan (dan Jepang sebelumnya) menunjukkan bahwa
investas di wilayah perdessan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang
menyebabkan ekonominya menjadi kukuh.

VIIl.  Strategi Pemberdayaan Masyar akat Dalam Rangka pengembangan Ekonomi Rakyat

Guna memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat daam perekonomian nasiond
diupayakan untuk mendorong percepatan perubahan struktura (structural adjustment atau structural
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transformation). Trandformas struktura ini mdiputi proses perubahan dari ekonomi tradisona ke
ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi
pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural serupa ini mensyaratkan
langkahlangkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta
pemberdayaan sumber daya manusia

Dengan memperhatiken berbagai pandangan termasuk  bias-bias terhadgp konsep
pemberdayaan itu, beberapa langkah drategis harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi
rakyat meldui pemberdayaannya

Pertama, peningkatan akses ke dalam aset produks @roductive assets). Bagi masyarakat
petani yang mash dominan dadam ekonomi rakyat, modd produktif yang utama addah tanah.
Karena itu kebijaksanaan pemilikan, penguassan dan penggunaan tanah sangat penting dalam
melindungi  dan memgukan ekonomi rakyat ini. Pemiliken tanah yang makin mengecil
(marjindlisas) harus dicegah. Persodan ini tidak mudah, karena menyangkut budaya dan hukum
waris. Namun, daam rangka proses modernisas budaya masyarakat, kebiasaan untuk membagi
tanah semakin kecil sebagal warisan harus dihentikan. Untuk dgpat melakukan hd itu memang harus
ada dterndif, antara lain berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisen (misanya mixed farming,
mixed landusey, penciptaan lgpangan kerja perdessan di luar pertanian (agroindustri dan jasd),
program transmigras dan sebagainya. Dalam rangka ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan
produktivitas (dan dengan demikian nilai aset) lahan harus ditingkatkan, misanya dengan pengairan,
pemupukan, diversfikes ussha teni, aau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nila
komersgd yang tinggi). Di samping itu akses masyaraka kepada lingkungan hidup yang sehat yang
tidak tercemar akan mengurangi beban dan menambah produktivitas masyarakat.

Masdah yang pding mendasr ddam rangka transformas strukturd ini ternyata adaah
akses ke dalam dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat mencptakan pembentukan modal bagi
usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produks dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang
depa digunakan untuk membayar kembdi kreditnya dan medakukan pemupukan modd.
Permasalahannya addah adanya prasyarat perbankan yang membuat masyarakat lapisan bawah
umumnya dinila tidek bankable. Keadaan ini menyebabkan terbatasnya interaks antara lembaga
keuangan yang meayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang memerlukan kredit.
Akhirnya, modad makin banyak terkonsentras pada sektor modern, khususnya pada usaha besar,
yang berakibat makin lebarnya jurang kesenjangan. Karena itu, langkah yang ama mendasar yang
harus ditempuh addah membuka akses ekonomi rakyat ke ddam moda. Untuk itu memang
diperlukan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensiond.

Akses ke ddam modd harus diatikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki dua Ss:
pertama, ada pada saat diperlukan, dan kedua, ddam jangkauan kemampuan untuk memanfastkan
nya. Dengan demikian, persyaratan teknis perbankan seperti yang biasa digunakan di sektor
modern, tidak dapat ditergpkan di sini, paing tidak pada tahgp awd. Misdnya, penilaian pemberian
kredit tidek harus berdasarkan agunan, tetapi berdasarkan prospek kegiatan usasha. Demikian pula
penentuan tingkat suku bunga harus memperhatikan kondis ekonomi rakyat yang senyatanya, dan
menguntungkan usaha ekonomi rakyet.

Secara mendasar dan sesua dengan tujuan membangun kemandirian masyarakat perdesaan,
yang merupakan bagian terbesar é&onomi rakyat, membangun lembaga pendanaan perdesaan, yang
dimiliki, dikdola, dan hasilnya dinikkmati oleh rakyat sendiri, amatlah drategis dfainya Inilah
sebenarnya tujuan utama bantuan moda kerja dalam rangka program IDT, yaitu menanamkan prinsp
monetisas di perdesaan. Monetisas merupakan dasar pemupukan modal, dan pemupukan moda
addah landasan ddam perubahan strukturd yang tumbuh dan berkembang. Modd usaha tersebut
addah hibah kepada masyarakat, yang dipinjamkan kepada anggota masyarakat, dengan biaya atau
bunga, sebesar yang ditentukan masyarakat sendiri dengan cara yang sesuai dengan tradis dan
budaya sstempa. Kelompok masyareka yang mengelola modd ussha ini dihargpkan dapat
berkembang menjadi lembaga dana di perdesaan.

Tidak kurang penting pula addah akses ke ddam teknologi. Kita tidek berbicara tentang
teknologi tinggi yang rumit, tetapi teknologi sederhana yang aplikasinya dapat meningkatkan produk-
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tivitas atau keterjaminan produks dan segera memberi hasl berupa peningkatan pendapatan.
Misanya, pengetahuan mengenai penetasan telor itik, pemediharaan ikan di kolam kecil, menanam
sayur di lahan kering, atau pengaturan dan pengelolaan sumber air.

Kedua, memperkuat posis transsks dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen
dan penjud, posis dan kekuatan rekya ddam perekonomian sangatlah lemah. Mereka addah price
taker karena jumlahnya yang sangat banyak dengan pangsa pasar masing-masing yang sangat kecil.
Lebih jauh lagi, ddam operasinya mereka biasanya menghadapi kekuatan usaha besar yang mdaui
persaingan tak seimbang akan mengambil keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, tidek ada insentif
untuk meningkatkan mutu, karena keuntungan dari peningkatan mutu justru akan ditarik oleh usaha
besar. Karenanya, kualitas dan tingkat keterampilan rendah menjadi karakterigtik pula dari ekonomi
rekyat. Sdain itu, khusus untuk yang bergerak di sektor pertanian bahan makanan umumnya
penawaran rakya hampir indagtis sempurna. Mereka tidak dapat menambah atau mengurangi per-
sediaan secara cepat dengan nalk atau turunnya harga. Terlebih lagi sifat produknya umumnya tidak
tahan lama  Untuk menperbaiki keedaan ini, kuditas produk harus ditingkatkan. Untuk itu
pertamatama rakyat harus dibantu dengan prasaana dan sarana perhubungan yang akan
memperlancar pemasaran produknya.

Sdain itu, rakyat harus pula diorganissskan untuk bersama-sama memasarkan hasl
produksinya sehingga sedikit banyak memperkuat possnya Wadah koperas amat cocok untuk
kegiatan ini, meskipun tidak harus satu-satunya. Unsur penting lainnya adaah informas pesar,
mengenal kecenderungan permintaan di pasar domestik maupun pasar internasiona, harga, kuditas,
dandar, dan sebagainya sehingga produks rakyat sgdan dengan permintaan pasar. Ini tentunya
pemerintah, tetapi juga tugas dunia usaha untuk turut membantu.

Tuges pemerintah yang ama penting addah pengeolaan ekonomi makro yang
menunjang bagi ekonormi  rakyat. Stabiltas ekonomi amat penting bagi ekonomi rayd.
Karena yang petama-tama dirugikan jika terjadi ggolek addah rakyat. Kebijaksanaan harga,
bak yang secaa langsung dikuasa perrintah aau secara tidek langsung, juga harus
diarahkan untuk meningkatkan ekoncmi rakyat. Upaya untuk memdihara nila tukar sektor
pertanian, misdnya, amatlah penting. Sdanjutnya kelancaran distribus arus barang dan jasa
pada umumnya amat penting pula bagi ekoromi rekyat di lapisan pding bawah, yang
umumnya tidek banyak mempunya pilihan. Ini dapat didukung dengan pengembangan
infrastruktur perdesaan.

Untuk meningkatkan dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakeat, bantuan pembangunan
dari pemerintah berupa dana, prasarana dan sarana tersebut diberikan langsung kepada penduduk
miskin di desa tertinggd. Penduduk miskin dibina dan diarahkkan untuk membentuk kelompok
masyarakat sasaran (pokmas) dengan bimbingan yang dilakukan oleh pendamping. Pendamping
diutamakan berasd dari aparat desa setempat, tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat
setempat yang telah lebih mampu dan lebih mgju.

Apaat pemerintah daerah merupakan pihak yang pding mengetahui masdah  yang
dihadepi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, pembinean dan koordinas penanggulangan
kemiskinan sgauh mungkin dideegaskan kepada pemerinteh dagrah  kabupaten/kota
Penddegasian  kevvenangan ini bukan hanya proses adminidrad, tetgpi juga menunjukkan
suatu proses pernbangunan yang dilaksanagkan di daerah, oleh daerah sendiri, dan hasinya
ditujukan untuk kesgahteraan rekyat di daerah. Peaksanaan pembangunan ini  berkaitan
dengan peningkatan kemampuan sduruh  gparatur  pemerinteh  di  daerah dan  penyigpan
masyarakat. Secara ringkas, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
dikaitkan dengan unsur penting, yatu (1) kemantapan kdlembagaan, (2) ketersediaan sumber
daya manusa yang memada, khususnya aparatur pemerintah daerah, serta (3) poters
ekonomi  daerah untuk menggdi sumber pendapatannya  sendiri. Desa medui  wadah
kelompok-masyarakat.-desa  yang  terhimpunddam  musyawarsh  Lembaga  Ketshanan
Masyarakat Desa (LKMD), sampa pada mekanisme perencanaan di tingkat kecamatan
meaui diskus Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).
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Peningkatan  peran sarta masyaraka dilakukan dengan mendayagunakan mekanisme
perencanaan dari bawah. Di tingkat desa meldui wadah kelompok masyarakat desa yang terhimpun
ddam musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarekat Desa (LKMD), sampa pada mekanisme
perencanaan di tingkat kecamatan mddui diskus Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai
suatu proses transformasi ddam hubungan sosid, ekonomi, budaya dan politik masyarakat di
daerah. Perubahan dtruktura yang dihargpkan adaah proses yang berlangsung secara damiah, yaitu
kaau yang menghasikan harus menikmati. Begitu pula sebdiknya yang menikmati harudah yang
menghasilkan.

Ddam program IDT, dilakukan pula pendekatan kgi tindak. Untuk itu dipilih 40 desa di 26
proping (kecudi DKI) yang mencerminkan tipologi desa-desa di sduruh Indonesa Mddui Kgi
Tindak yang meliputi upaya pembinaan khusus dan pendlitian data dasar sosid ekonomi masyarakat
desa tertinggd, diperoleh informasi bahwa proses transformas struktural mulai terjadi di desardesa
binaan tersebut (Sgogyo, 1995). Dengan tingkat perkembangan yang berbeda, disebabkan kondis
sogd ekonomi masyarakat yang berbeda, potens wilayah yang berbeda, serta kemampuan sumber
daya manusa yang bervariad, tdah dirasskan bahwa program IDT memberikan dampek positif
dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Ddam rangka itu, mddui kegiaan sajana pendamping purna wektu (SP2W) yang
menerapkan metoda pembinaan berdasar Rapid Rural Appraisal (RRA) penduduk miskin dibina
daam wadah kdlompok masyarakat sasaran dengan: (1) merumuskan masaah, (2) merencanakan
kegiatan sosad ekonomi, (3) memilih kegiatan sosid ekonomi yang menguntungkan, serta (4) diawali
dengan pencatatan kegiatan secara sederhana.

Kai tindak yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara univasitas setempat dengan
pemenintah ini addah sdah sau wujud nyata pemberdayaan kepada masyarakat untuk memgjukan
dan memandirikan penduduk miskin di desa tertinggad sesuai dengan tingkat perkembangan sosid
ekonomi masyarakat setempat dengan pendekatan langsung dan proaktif. Masdahtmasdah yang
dihadapi sebagal hasil suatu kgjian langsung di pecahkan di Igpangan.

IX. Penutup

Sebaga  penutup, secara umum ddam rangka pembangunan dengan pendekatan
pemberdayaan masyarakat, penyempurnaan mekanisme panbangunan perlu dilakukan mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengenddian. Pertama, pengaman sasaran pembangunan
dengan pengertian bahwa investas pemerinteh medui bantuan dana, prasarana dan sarana
benar-benar mencapal kdlompok sasaran yang paing memerlukan sehingga meningkatkan kegiatan
sodd ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Kedua, kelancaran dan kecepatan daam
penyduran dana serta pembangunan prasarana dan sarana sehingga dapat segera digunakan
sepenuhnya oleh kdlompok masyarakat tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu
yang disediskan. Ketiga, membangun kesigpan masyarakat dadam menerima dan mendayagunakan
dana, prasarana, dan sarana. Keermpat, masyaraket harus diberi kepercayaan untuk memilih kegiatan
usahanya dan diberi bimbingan berupa pendanpingan supaya berhasil. Misdnya, ddam rangka
pembangunan prasarana di perdesaan, harus juga sgauh mungkin dilaksanakan oleh masyaraka,
sekurang-kurangnya masyarekat ikut serta di ddamnya Kelima, kemampuan masyaraka bersama
gparat untuk meningkatkan nila tambah dari investas tersebut dan menciptakan akumulas modal.
Keenam keengkapan pencatatan sebagal dasar pengenddian dan penyusunan informas dasar yang
lengkap, operasiona dan bermanfaet bagi evaluas dan penyempumaan program yang akan datang.

Karena pembangunan di tingkat perdessan dan pemberdayaan masyarakat menyangkut
kegiatan banyak sektor, maka koordinas amat penting untuk menyatukan berbaga upaya ager
menghasilkan sinergi, serta untuk menghindari tumpang tindih sehingga dapat dijamin efisend
dalam upaya mencapa hedil yang optimal.
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Demikianlah pokok-pokok pikiran mengenai pemberdayaan masyarekat sebagal scbuah
konsep pembangunan yang berakar pada rakyat dan bertujuan memampukan dan memandirikan
masyarakat. Sebagal pendekatan yang rdatif baru, pandangan-pandangan di aas masih banyak
kekurangannya dan jelas perlu terus disempurnakan dan diperkuat baik dengan kgiankgian empiris
maupun teoretis.

Namun, sebagai bahan awd kiranya bermanfaat dan dapat menggugah serta merangsang
para pdga dan pemikir berbaga displin ilmu-ilmu sosd untuk mengembangkannya lebih lanjut,
dan bagi para praktis sebagal bahan referens.
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